KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO,

. 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD KASTH BUNDA N
001/PAUD/PLL/2020, Tanggal 12 Agustus 20
Permohonan Izin Opersional,

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebud

Kabupaten Bungo Nomor : 800/1478/Dikbud /2020, Tanggal
2020 ;

Menimbang :a.bahwa untuk kelancaran kegiatan Pendidikan Anak I:Isia Dini
perlu menetapkan lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
Formal Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

b.bahwa guna memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perit L A
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman dal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentuk:
Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Pr
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 hun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang
undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan D er
Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Ta
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind
Nomor 2755); A

2.Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pem
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
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. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun °
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peme
Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Pe
Pemerintah Nomor 28 Tahunl990 tentang Pendidikan sar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 J;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737|;

_ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pela:
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lem
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

_Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tenta
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu  Satu Pintu
(lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tente
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan

_ Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 T

Terintegrasi
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